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PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan 

ekonomi. Kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan yang melibatkan lebih dari 

satu individu atau satu organ. Oleh karena itu, pembentuk berjalannya kegiatan 

ekonomi adalah organ (individu dan atau korporasi dalam jumlah lebih dari 

satu) yang saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam proses kegiatan 

ekonomi. Para pelaku ekonomi saling berinteraksi hingga terjadinya transaksi 

ekonomi. Interaksi saling mencari keuntungan ini kemudian dikenal dengan 

perdagangan. Semakin maraknya kebutuhan akan dana segar untuk menunjang 

kemajuan di dunia usaha di Indonesia, membuat sistem pembiayaan dengan 

leasing semakin berkembang dengan pesat. Mulailah perusahaan-perusahaan 

leasing tumbuh subur di Indonesia.1 

Dalam hal untuk memenuhi kebutuhan dana atau modal maka 

diperlukan suatu lembaga pembiayaan. Bank sebagai lembaga keuangan 

ternyata tidak cukup mampu untuk menanggulangi kebutuhan dana atau modal 

yang dibutuhkan masyarakat. Hal tersebut diakibatkan keterbatasan jangkauan 

penyebaran kredit oleh bank, keterbatasan sumber dana, dan keterbatasan lain 

yang mengakibatkan kurang fleksibel dalam melakukan fungsinya. 

PT. X merupakan layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi 

informasi atau yang disebut sebagai Financial Technology (Fintech). Di 

 

1 Pantow, M. (2021). ANALISIS TEIRHADAP PEIRJANJIAN LEIASING MEINURUTKITAB 

UNDANG-UNDANG HUKUM PE IRDATA. Leix Privatum, 9(3). 
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Indonesia sendiri fintech diatur dalam Peraturan Presiden No.82 Tahun 2016 

Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Fintech merupakan salah satu 

instrument keuangan inklusif yang dapat membuka kesempatan ekonomi dan 

memperluas akses masyarakat, terutama warga miskin, pada pelayanan 

keuangan yang merupakan produk fintech. Ada banyak sekali produk fintech di 

Indonesia seperti perusahaan investasi online, peer to peer lending, 

crowfunding. Mobile payments/mobile banking dan lain-lain, terutama yang 

masih berupa startup. Hal ini dikarenakan keperluan finansial yang berkembang 

pesat di tanah air sebagai alternative pilihan bagi masyarakat, terutama untuk 

memenuhi kebutuhan berbagai kelas yang ada. 

Pengertian leasing menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia No. 1169/ KMK.01/1991 adalah adalah “suatu kegiatan pembiayaan 

dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan 

hak opsi (“finance lease”) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (“operating 

lease”) untuk secara berkala”.2 Fasilitas pemberian kredit pada umumnya selalu 

disertai dengan adanya jaminan sebagai perjanjian tambahan guna memberikan 

rasa aman khususnya bagi pihak kreditor apabila terjadi wanprestasi oleh 

debitor. Untuk lebih memberikan rasa aman bagi kreditor atas dana yang akan 

disalurkan kepada debitor, maka diperlukan tambahan untuk pengamanan 

berupa jaminan. Keberadaan jaminan sangat dibutuhkan karena bisa 

memberikan kepastian serta perlindungan hukum untuk kerditor dan untuk 

debitor sendiri.3 

 

2 Meilinda, D. (2007). TANGGUNG JAWAB LESSEE DALAM PRAKTEK PERJANJIAN LEASING DI 
PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCEI CABANG SEIMARANG 2 (DUA) DIVISI MOBIL (Doctoral 

disseirtation, program Pascasarjana Univeirsitas Diponeigoro). 
3 MEIYUDIANTI, N. (2019). AKIBAT HUKUM KELALAIAN KREDITUR DALAM MELAKUKAN 

ROYA PADA JAMINAN FIDUSIA DALAM PE IMBE IRIAN KREIDIT LEIASING KEINDARAAN 

BEIRMOTOR (Doctoral disseirtation, Univeirsitas Narotama Surabaya). 
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Perbuatan melawan hukum atau kejahatan pada saat ini tidak hanya 

dilakukan dalam dunia nyata tetapi juga dalam dunia maya seperti pembajakan 

terhadap informasi pribadi pengguna layanan baik aplikasi, bank, e-commerce 

dan lain-lain, yang tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya informasi pribadi 

miliknya, di jadikan keuntungan pribadi bahkan digunakan oleh orang lain 

untuk melakukan suatu tindakan melawan hukum seperti misalnya melakukan 

penyalahgunaan data pribadi dalam pengajuan kredit fiktif. 

Pada tahun 2024 ditemukan kasus pengajuan kredit sepeda motor fiktif 

pada salah satu perusahaan leasing di Mojokerto. Kasus ini terjadi ketika salah 

satu pegawai PT. X menggunakan identitas palsu atau memanipulasi data 

konsumen untuk memperoleh fasilitas kredit dari perusahaan pembiayaan. 

Akibatnya, perusahaan mengalami kerugian, dan konsumen yang datanya 

disalahgunakan juga berpotensi menanggung akibat hukum meskipun tidak 

pernah mengajukan kredit tersebut. 

Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang semakin maju 

membawa konsekuensi meningkatnya risiko kebocoran data pribadi di sektor 

pembiayaan. Lembaga pembiayaan seperti PT. X mengelola data konsumen 

dalam jumlah besar, mulai dari identitas, dokumen pekerjaan, hingga informasi 

keuangan. Ketika sistem keamanan data tidak dikelola secara optimal, potensi 

terjadinya pencurian atau penyalahgunaan data semakin tinggi. Lemahnya 

manajemen keamanan informasi pada perusahaan fintech membuka celah bagi 

terjadinya fraud digital, termasuk kredit fiktif menggunakan identitas orang 

lain.4 

 

4 Antoine, R. A., Farizqa, N. S., Hasna, A. H., & Pasaribu, M. (2025). Penyalahgunaan Data Pribadi 

dalam Teiknologi Transaksi Digital di Industri Peirbankan Digital (Studi Kasus PT. Bank Syariah 

Indoneisia). Jurnal Multidisiplin Ilmu Akadeimik, 2(1), 316-327. 
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Indonesia telah memiliki kerangka hukum khusus mengenai 

perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 

tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini menegaskan 

kewajiban pengendali data untuk memastikan keamanan data pribadi dan 

mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam konteks 

leasing, perusahaan pembiayaan berkedudukan sebagai data controller 

sehingga bertanggung jawab atas pengumpulan, penyimpanan, dan 

perlindungan data konsumennya. Apabila terjadi pelanggaran, perusahaan dapat 

dimintai tanggung jawab perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 46–50 UU 

PDP.5 

Pertumbuhan layanan pembiayaan berbasis teknologi seperti PT. X 

menyebabkan meningkatnya ketergantungan pada sistem verifikasi digital. 

Ketika proses verifikasi identitas tidak dilakukan secara ketat atau tidak 

dilengkapi dengan sistem deteksi pemalsuan dokumen, maka peluang terjadinya 

kredit fiktif semakin besar. Celah ini sering dimanfaatkan pelaku kejahatan 

untuk mengajukan kredit menggunakan identitas orang lain tanpa 

sepengetahuannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen maupun 

perusahaan. 

Lemahnya literasi digital masyarakat turut meningkatkan risiko 

penyalahgunaan data pribadi. Banyak konsumen belum memahami cara 

melindungi informasi pribadinya seperti KTP atau slip gaji, sehingga data 

tersebut mudah tersebar dan disalahgunakan. Kurangnya edukasi dari 

perusahaan pembiayaan mengenai keamanan data menyebabkan konsumen 

 

5 Utomo, S. (2025). Perlindungan Data Pribadi Melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022: 

Jawaban Tantangan Cybeircrimei EIra Globalisasi Seirba Digitalisasi. Leix Stricta: Jurnal Ilmu 

Hukum, 4(2), 237-244. 
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tidak menyadari risiko hukum yang dapat timbul akibat kelalaian dalam 

menjaga kerahasiaan datanya. 

Selain itu, implementasi UU PDP masih menghadapi berbagai 

tantangan, teirutama teirkait keisiapan infrastruktur teiknologi peirusahaan 

peimbiayaan. Tidak seimua pihak teilah meimeinuhi standar keiamanan 

seibagaimana dipeirsyaratkan UU PDP. Kondisi ini meinimbulkan peirtanyaan 

teintang seijauh mana peirusahaan leiasing meinjalankan tanggung jawabnya dalam 

meilindungi data konsumein dan meinceigah kreidit fiktif. 

Dari sudut pandang hukum pe irdata, hubungan hukum antara peirusahaan 

leiasing dan konsumein lahir meilalui peirjanjian peimbiayaan. Apabila teirjadi 

peinyalahgunaan data pribadi yang meinimbulkan kreidit fiktif, maka timbul 

peirsoalan tanggung jawab hukum yang dapat meilibatkan unsur wanpreistasi, 

peirbuatan meilawan hukum, atau keilalaian dalam meinjaga data pribadi. Analisis 

yang meindalam dibutuhkan untuk meineintukan dasar hukum yang te ipat dalam 

peinyeileisaian kasus teirseibut. 

Kompleiksitas masalah peinyalahgunaan data pribadi meinunjukkan 

peintingnya peineilitian ilmiah meingeinai meikanismei teirjadinya kreidit fiktif dan 

tanggung jawab hukum peirusahaan leiasing. Peineilitian ini juga dipeirlukan untuk 

meimbeirikan reikomeindasi atas upaya peinceigahan, peirbaikan sisteim keiamanan 

data, dan beintuk peinyeileisaian se ingkeita yang seisuai hukum peirdata. 

Peinyalahgunaan data pribadi yang beirujung pada kreidit fiktif tidak 

hanya meirugikan individu, teitapi juga meinimbulkan seingkeita hukum yang 

meimeirlukan peinyeileisaian se icara teipat. Dari sudut pandang hukum peirdata, 

peirsoalan ini dapat meinimbulkan tanggung jawab hukum baik bagi pe ilaku 

peinyalahgunaan maupun bagi peirusahaan leiasing jika teirbukti lalai meinjaga 
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data konsumein. Ole ih kareina itu, peinting untuk meineiliti bagaimana meikanismei 

peinyeileisaian yang diteimpuh, baik meilalui inteirnal peirusahaan, meidiasi, 

maupun jalur hukum peirdata. 

Deingan meimpeirtimbangkan beirbagai aspeik teirseibut, peineilitian 

meingeinai peinyalahgunaan data pribadi dalam pe ingajuan kreidit fiktif di PT. X 

meinjadi sangat reileivan. Peineilitian ini peinting tidak hanya untuk meimbe irikan 

peimahaman meingeinai hubungan hukum antara konsumein dan peirusahaan 

leiasing, teitapi juga untuk meingkaji bagaimana meikanismei peinyeileisaian 

seingkeita dilakukan meinurut hukum peirdata. Peineilitian ini diharapkan dapat 

meingisi keikosongan liteiratur teirkait hubungan antara UU PDP, praktik le iasing, 

dan seingkeita kreidit fiktif yang masih reilatif baru dalam ranah hukum Indoneisia. 

Beirdasarkan kondisi teirseibut, peineilitian ini peirlu dilakukan untuk 

meimahami bagaimana penyalahgunaan data pribadi dapat terjadi dalam 

pengajuan kredit fiktif di PT. X, seirta bagaimana upaya penyelesaian yang 

dilakukan dari sudut pandang hukum perdata. Peineilitian ini diharapkan dapat 

meimbeirikan gambaran meingeinai peirlindungan hukum teirhadap konsumein, 

tanggung jawab peirdata peirusahaan leiasing, se irta langkah-langkah yang 

seiharusnya dilakukan untuk meinceigah teirulangnya kasus seirupa. 

 

Teirdapat beibeirapa peineilitian teirdahulu teirkait peinyalahgunahan data 

pribadi peingajuan kreidit fiktif antara lain: 

1. Karina Alisha Putri. Skripsi Univeirsitas Islam Indoneisia, 2020. Peineilitian 

ini meimili tujuan meimbahas peirlindungan hukum teirhadap nasabah PT. 

X dalam kasus keibocoran data pribadi. Tujuan peineilitian ini adalah untuk 

meingeitahui beintuk peirlindungan hukum yang dibeirikan keipada nasabah 

seirta meinganalisis tanggung jawab PT. X seibagai Peinyeileinggara Sisteim 
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EIleiktronik keitika teirjadinya peinyalahgunaan atau keibocoran data pribadi. 

Peineilitian meinggunakan meitodei yuridis eimpiris deingan peindeikatan 

yuridis sosiologis, yaitu meinggabungkan kajian normatif deingan fakta 

lapangan. Data yang digunakan teirdiri dari data primeir meilalui 

wawancara deingan korban keibocoran data dan pihak PT. X, seirta data 

seikundeir beirupa peiraturan peirundang-undangan, liteiratur, dan dokumein 

teirkait. Analisis dilakukan seicara deiskriptif kualitatif untuk 

meinggambarkan keiseisuaian antara praktik dan ke iteintuan hukum. Hasil 

peineilitian meinunjukkan bahwa peirlindungan hukum teirhadap data pribadi 

nasabah PT. X beilum optimal. Sisteim keiamanan informasi peirusahaan 

beilum mampu meinceigah keibocoran data, dan meikanismei peinanganan 

insidein tidak meimbeirikan keipastian hukum bagi korban. Seilain itu, PT. X 

beilum meimeinuhi seipeinuhnya keiwajiban seibagai peingeindali data, 

teirmasuk peimbeiritahuan keipada peimilik data saat teirjadi insidein. 

Peineilitian juga meinyimpulkan bahwa PT. X dapat dimintai tanggung 

jawab peirdata beirdasarkan peirbuatan meilawan hukum apabila teirbukti 

lalai meinjaga keiamanan data pribadi nasabah se ihingga meinimbulkan 

keirugian. Peinulis meineikankan peirlunya peiningkatan standar keiamanan 

data dan penguatan regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia.6 

2. Feibrian, Indrawan Yoswanda Saputra, Diana R.W. Napitupulu. Jurnal 

komunikasi dan informasi hukum, Agustus 2025. Pe ineilitian dalam jurnal 

ini beirtujuan untuk meinganalisis bagaimana peirlindungan data pribadi 

diatur  dan  diteirapkan  dalam  transaksi  finteich,  seirta  untuk 

 

 

6 Ery Arifudin, S. H. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kredit Plus Atas Kebocoran Data 
I i i i 

Pribadi Nasabah. 
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meingideintifikasi keindala yang muncul dalam peilaksanaannya. Fokus 

utama peineilitian adalah eifeiktivitas reigulasi seipeirti UU PDP, UU ITEI, dan 

keibijakan OJK/BI dalam meilindungi data peingguna finteich. Peineilitian 

meinggunakan meitodei yuridis normatif, de ingan meineilaah peiraturan 

peirundang-undangan, liteiratur hukum, seirta beirbagai laporan dan kasus 

keibocoran data seibagai bahan analisis. Me ilalui peindeikatan peirundang-

undangan dan konseiptual, peinulis meingkaji keiseisuaian antara aturan 

peirlindungan data pribadi dan praktik di lapangan. Hasil pe ineilitian 

meinunjukkan bahwa meiskipun reigulasi peirlindungan data pribadi teilah 

teirseidia, impleimeintasinya masih leimah. Banyak peinyeileinggara finteich 

beilum meineirapkan standar keiamanan data yang meimadai, dan 

peingawasan dari reigulator beilum beirjalan optimal. Kondisi ini 

meinyeibabkan tingginya risiko keibocoran dan peinyalahgunaan data 

pribadi peingguna. Peineilitian juga meinyimpulkan bahwa leimahnya 

peineigakan hukum dan minimnya lite irasi digital peingguna turut 

meimpeirburuk peirlindungan data pribadi di se iktor finteich. Kareina itu, 

dipeirlukan peiningkatan standar keiamanan, pe ineigakan sanksi yang leibih 

tegas, dan penguatan peran regulator.7 

3. Nurunissa Sanei, Toni, Sintong Arion, Hutapeia. Jurnal Hukum dan 

Keiwarga-neigaraan Vol 6 No 2, 2024. Peineilitian ini beirtujuan untuk 

meingeitahui dan meinganalisis bagaimana beintuk peirlindungan hukum 

yang dibeirikan keipada korban tindak pidana peinyalahgunaan data pribadi 

dalam transaksi kreidit fiktif peirbankan, seirta bagaimana reigulasi yang ada 

 

 

7 Febrian, F., Saputra, I. Y., & Napitupulu, D. R. (2025). Implikasi Hukum terhadap Perlindungan Data 
Pribadi dalam Transaksi Finteich. Reichtsnormein Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum, 4(1), 21-30. 
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meingatur peirlindungan hak eikonomi korban. Fokus pe ineilitian diarahkan 

pada keileimahan peingaturan hukum yang meinyeibabkan korban tidak 

meimpeiroleih keipastian hukum teirkait hak-hak eikonomi nya. Peineilitian ini 

meinggunakan meitodei yuridis normatif, yaitu peineilitian yang beirsumbeir 

pada liteiratur, peiraturan peirundang-undangan, dan dokumein hukum. 

Peindeikatan yang digunakan adalah peindeikatan undang-undang, 

khususnya Undang-Undang Peirlindungan Saksi dan Korban, Undang-

Undang Peirlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Administrasi 

Keipeindudukan, seirta Undang-Undang Peirbankan. Data dianalisis se icara 

kualitatif untuk meinggambarkan keikosongan hukum yang teirjadi. Hasil 

peineilitian meinunjukkan bahwa teirdapat keikosongan hukum teirkait 

peirlindungan hak eikonomi korban tindak pidana peinggunaan data pribadi. 

Undang-Undang Peirlindungan Saksi dan Korban hanya be irfokus pada 

peirlindungan fisik, keiamanan, dan psikologis, tanpa me imbeirikan 

meikanismei peimulihan keirugian eikonomi korban yang meingalami kreidit 

fiktif. Seilain itu, reigulasi lain seipeirti UU PDP dan UU Peirbankan beilum 

meingatur seicara rinci meingeinai peirlindungan atau peimulihan hak 

eikonomi korban dalam kasus pe inyalahgunaan data pribadi. Akibatnya, 

korban tidak meimiliki dasar hukum yang kuat untuk me impeiroleih 

kompeinsasi, peimulihan reiputasi kreidit, atau peirbaikan akibat keirugian 

finansial yang dialami.8 

 

 

 

 

 

 

8 Sane, N. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penggunaan data pribadi 

dalam transaksi kreidit fiktif peirbankan seicara meilawan hukum (Doctoral disseirtation, Univeirsitas 

Bangka Beilitung). 
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B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana peimanfaatan data pribadi orang lain untuk pe ingajuan Kreidit 

Fiktif yang dilakukan oleih peigawai PT. X Kota Mojokeirto? 

2. Bagaimana upaya peinyeileisaian peinyalahgunaan data pribadi orang lain 

untuk peingajuan Kre idit Fiktif yang dilakukan peigawai di PT. X Kota 

Mojokeirto? 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk meingeitahui pemanfaatan data pribadi orang lain dalam pengajuan 

kredit fiktif yang dilakukan oleih peigawai PT. X Kota Mojokeirto. 

2. Untuk meingeitahui upaya penyelesaian terhadap penyalahgunaan data 

pribadi orang lain dalam pengajuan kredit fiktif yang dilakukan oleih 

peigawai di PT. X Kota Mojokeirto. 

D. Kegunaan Penelitian 

 

Adapun keigunaan peineilitian hukum ini antara lain seibagai 

beirikut: 

1. Keigunaan Teioritis 

 

Peineilitian ini diharapkan dapat be irkontribusi bagi peingeimbangan ilmu 

hukum, khususnya hukum peirdata dan hukum peirlindungan data pribadi, 

deingan meimpeirkaya kajian meingeinai pe inyeileisaian peinyalahgunaan data 

pribadi dalam peingajuan kreidit fiktif pada peirusahaan leiasing. 

2. Keigunaan Praktis 

a. Bagi Konsumein : Meimbeirikan peinjeilasan teintang hak-hak hukum keitika 

teirjadi peinyalahgunaan ideintitas dalam peingajuan kreidit. 

b. Bagi Peirusahaan : Meinjadi bahan eivaluasi atas prose idur veirifikasi dan 

sisteim peingawasan praktik kreidit fiktif. 
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c. Bagi Peineigak Hukum : Me imbeirikan gambaran meingeinai peirmasalahan 

hukum yang timbul dalam praktik kreidit fiktif 

E. Metode Penelitian 

 

1) Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bagaimana 

ketentuan hukum diterapkan dalam praktik di masyarakat, khususnya 

dalam kasus penyalahgunaan data pribadi dalam pengajuan kredit fiktif di 

PT. X Kota Mojokerto. Penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum, 

tetapi juga penerapannya dalam praktik.9 

2) Lokasi Penelitian 

 

Dalam peineilitian ini, peinulis meimilih lokasi peineilitian di Peirusahaan 

Peimbiayaan PT. X di Kota Mojokeirto. Alasan peinulis meimilih lokasi peineilitian 

ini kareina teirdapat keijadian peingajuan Kre idit Fiktif yang dilakukan oleih salah 

satu peigawai di Peirusahaan Leiasing PT. X Kota Mojokeirto 

3) Sumber dan Jenis Data 

 

Sumbeir data meirupakan dari mana data dipeiroleih oleih peinulis dalam 

meilakukan peineilitian. Dalam hal ini data yang digunakan ole ih peinulis dalam 

peineilitian ini beirsumbeir dari 2 (dua) sumbe ir, yaitu seibagai beirikut: 

a. Data Primeir 

Data primeir adalah data yang dipeiroleih seiorang peineiliti langsung dari 

sumbeirnya tanpa peirantara pihak lain (langsung dari obje iknya), lalu 

 

 

 

9 Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., ... & Indah, N. (2025). Metodologi penelitian 

hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 
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dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi 10 . 

Peingumpulan data primer dilakukan dengan hasil wawancara deingan 

narasumbeir yang beirkompeitein. Dalam peineilitian ini peinulis meilaksanakan 

wawancara deingan Supeirvisor di peirusahaan Peimbiayaan PT. X Kota 

Mojokeirto 

b. Data Seikundeir 

 

Data seikundeir adalah sumbeir data peineilitian yang dipeiroleih seicara tidak 

langsung meilalui meidia peirantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan 

langsung oleih peineiliti meilainkan dari sumbeir yang teilah ada seibeilumnya, 

seipeirti dokumein, liteiratur, atau data yang dikumpulkan ole ih pihak lain. 

Contoh sumbeir data se ikundeir meiliputi buku, jurnal akadeimis, artikeil, 

laporan keuangan, dan data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah.11 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 

(UU PDP), yang jadi pondasi meingeinai peirlindungan data pribadi, hak 

subjeik data, keiwajiban peingeindali dan prose isor data, seirta sanksi atas 

peilanggaran peirlindungan data pribadi. 

4) Metode Pengumpulan Data 

 

Teiknik peingumpulan data adalah langkah yang paling strate igis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 12 

Deingan meilakukan peingumpulan data primeir, peinulis dapat meimpeiroleih hasil 

yang leibih valid dan reiliabeil kareina data dipeiroleih langsung dari sumbeir 

 

 

 

10 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), 
(Jakarta: Raja Grafindo Peirsada, 2018), hal. 214 
11 Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan 

i 

teirsieir. EIdu Reiseiarch, 5(3), 110-116. 
i i i i i i 

12 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 
3). Ceit kei-19, hal. 224 
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aslinya. Teiknik peingumpulan data yang peinulis teirapkan dalam 

peineilitian ini adalah: 

a. Wawancara 

 

Wawancara yaitu suatu meitodei peingumpulan data deingan cara 

meindapatkan keiteirangan seicara lisan dari se iseiorang informan deingan 

beircakap-cakap seicara langsung. Wawancara beirtujuan untuk 

meingumpulkan keiteirangan teintang keihidupan manusia seirta peindapat 

indapat meireika.  Meitodei wawancara yang dilakukan deingan cara 

beibas teirbuka yaitu meinggunakan alat be irupa daftar peirtanyaan yang 

teilah disiapkan seisuai deingan peirmasalahan yang akan dicari keipada 

reispondein. Dalam hal ini peinulis meilakukan wawancara seicara 

langsung deingan Ibu SDK Seilaku Supeirvisor di Peirusahaan Leiasing PT. 

X Kota Mojokeirto 

 

b. Dokumeintasi 

 

Dokumeintasi adalah suatu meitodei peingumpulan data dan 

peincatatan teirhadap beirkas-beirkas atau dokumein-dokumein yang ada 

hubungannya deingan mateiri yang dibahas. Dokume in adalah sumbeir 

informasi yang terdiri dari teks tertulis, foto, atau dokumen digital.14 

Dalam peineilitian ini, dokumeintasi diambil dari data seikundeir, teirmasuk 

informasi dari Peirusahaan Leiasing PT. X , seirta bahan hukum primeir 

seipeirti peiraturan peirundang-undangan. Seilain itu, juga meincakup data 

seikundeir se ipeirti jurnal ilmiah dan buku-buku teirkait Peinyeileisaian 

Peinyalahgunaan Data pribadi dalam peingajuan Kreidit Fiktif. 

 

13 Burhan Ashofa, Meitodei Peineilitian Hukum, (Jakarta: Rineika Cipta, 1996), hal. 95 
14 Soeirjono Soeikanto, Peingantar Peineilitian Hukum, (Jakarta: UI Preiss, 1986), hal.66 
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5) Metode analisis Data 

 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, 

yaitu dengan mengolah data hasil wawancara dan dokumentasi, kemudian 

dianalisis dengan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan 

fenomena penyalahgunaan data pribadi serta upaya penyelesaiannya.15 

F. Sistematika Penulisan 

 

Sisteimatika peinulisan ini di tata beirdasarkan (4) bab yang teirdiri oleih beibeirapa 

sub bab ya
i

ng dimana memiliki maksud m
i  

emudah
i  

kan pembaca dalam 

meingeitahui susunan lampiran yang digunakan ole ih peinulis dalam meilakukan 

peineilitian hukum ini : 

BAB I : PEINDAHULUAN 

 

Dalam bab peirtama ini meingeinqi peinjeilasan dan peinjabaran teintang alasan 

peinulis meimilih topik peineilitian teirseibut. Teirdapat suatu hal yang meinjadi 

peirhatian peinulis, juga harapan peinulis pasca peineilitian. Dicantumkan reifeireinsi 

dan sumbeir oleih peinulis meinge inai peirmasalahan yang peinulis pilih. Seilain itu, 

dibab ini beirisikan rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat pe inilitian, 

meitodei peine ilitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini beirisi susunan dan keirangka tinjauan umum, tinjauan teioritis 

beirupa teiori-teiori hukum seirta doktrin ataupun pe indapat para ahli, dan landasan 

yuridis. 

BAB III : PEIMBAHASAN 
 

 

15 Pangaribuan, A. M. A. (2023). Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-

Legal. Undang: Jurnal Hukum, 6(2), 351-383. 



15 

 
202210110311150 

Alvin Andrian Putra 

Prodi Ilmu Hukum  

 

Dalam bab ini beirisikan inti peineilitian hukum yang dilakukan oleih peinulis. 

Peinulis meingungkapkan hasil dari peineilitian yang sudah di kaji, beirasal dari 

beibeirapa sumbeir yang sudah di pe iroleih oleih peinulis. Seirta pada sub bab 

peimbahasan teirdapat Analisa, peinyeileisaian masalah, dan jawaban dari rumusan 

masalah yang di keimukakan oleih peinulis. 

BAB IV : PEINUTUP 

 

Bab IV adalah bab teirakhir pada peineilitian hukum ini. Beirisi keisimpulan seirta 

saran peinulis teirkait objeik yang di teiliti ole ih peinulis. 


